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KATA PENGANTAR

karuniaNya penulis bisa menyelesaikan dan menerbitkan buku ini.

Penerbitan buku ini tidak saja sebagai tanggungjawab akademik Penu-
lis sebagai pengajar - salah satunya mata kuliah hukum lingkungan - pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, guna menyediakan kebutuhan ba-
han mata kuliah, tapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap isu ling-
kungan hidup, baik pada tingkatan lokal, nasional, maupun global.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan

Disadari bahwa isu lingkungan hidup selalu dinamis, karena bertalian
dengan perilaku dan kebutuhan manusia. Terkadang hukum (dalam norma)
tidak mampu mengejar apa yang lingkungan butuhkan pada saat ini, terlebih
jika dikaitkan dengan krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini. Se-
bagaimana Mahatma Gandhi mengatakan “ Bumi sanggup memenuhi kebu-
tuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahan manusia.” Krisis lingkungan
terjadi, tidak saja karena faktor alam, tapi juga faktor manusia.

Salah satu penyebab krisis lingkungan adalah perilaku manusia yang tidak
bersahabat. Desakan industrialisasi disegala sektor telah mengorbankan
jutaan hutan dan lahan dengan tingkat kerusakan yang parah. Hutan-hutan
di Asia, termasuk Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami defor-
estasi. Di Indonesia misalnya, hutan Kalimantan diyakini bakal menyusut
sebanyak 75 persen pada 2020 jika laju deforestasi tidak dihentikan.
Peringatan tersebut dilayangkan World Wildlife Fund dalam laporan ta-
hunannya. Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya
71% yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut
menjadi 55%. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini
akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari
sepertiga luas hutan yang tersisa.

Laporan dalam jurnal “PLOS ONE” menunjukan lebih dari 30 persen dari
hutan tropis Kalimantan telah hancur selama 40 terakhir akibat kebakaran,
industri penebangan kayu dan industri perkebunan. Penelitian itu berdasar-
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kan analisis yang paling komprehensif dari tutupan hutan Kalimantan sam-
pai saat ini. Secara keseluruhan Kalimantan kehilangan 123.941 kilometer
persegi selama periode tersebut.

Deforestasi hutan menimbulkan efek domino dalam ekosistem lingkungan;
sungai yang mengering, berkurangnya satwa, termasuk satwa langka yang
dilindungi, hilang atau berkurangnya habitat suku terasing, termasuk
masyarakat adat yang selama ini dikenal arif mengelola lingkungan. Pada ta-
taran kebijakan, mudahnya mengeluarkan izin pada sector perkebunan dan
perumahan juga berkontribusi dalam laju deforestasi hutan, termasuk pada
hutan Negara dan hutan lindung. Kondisi demikian diperparah dengan
lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Tidak sedikit kasus pencemaran
dan perusakan lingkungan terjadi namun luput dari perhatian, atau sebuah
kesengajaan yang berlindung dibalik klaim “investasi”.

Disini AMDAL memegang peran penting - sebagai instrumen perizinan - da-
lam tata kelola lingkungan. Terkadang ditemukan, kegiatan dan/atau usaha
lingkungan hidup telah dilakukan namun tidak atau belum dilengkapi
dengan dokumen AMDAL Padahal AMDAL merupakan “kunci” bagi ter-
laksananya sebuah usaha dan/atau kegiatan lingkungan. Pengabaian AMDAL
ini pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan yang pemulihannya
membutuhkan waktu tidak sedikit serta mengandung kerugian materil
cukup besar.

Karena isu lingkungan hidup yang sangat luas, disadari bahwa buku ini
masih memiliki sejumlah kekurangan yang akan disempurnakan pada edisi-
edisi selanjutnya. Akhir kata Penulis berharap semoga buku ini bermanfaat,
tidak saja sebagai materi perkuliahan namun juga bagi tata kelola lingkungan
hidup secara keseluruhan.

Makassar, Agustus 2021
Penulis,

Dr. Zulkifli Aspan, S.H., MH.
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erkembangan isu lingkungan hidup selalu dinamis, karena bertalian dengan perilaku dan
kebutuhan manusia, Terkadang hukum (dalam norma) tidak mampu mengejar apa yang,
lingkungan butuhkan pada saat inl, terlebih jika dikaitkan dengan krisis lingkungan yang
terjadi akhir-akhir ini. Sebagaimana Mahaima Gandhi mengatakan, “Bumi sanqgqup

memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahan manusia.” Krisis lingkungan terjadi, tidak
saja karena faktor alam, tapi juga faktor manusia,

Salah satu penyebab krisis lingkungan adalah perilaku manusia yang tidak bersahabat. Desakan
industrialisasi disegala sektor telah mengorbankan jutaan hutan dan lahan dengan tingkat kerusakan
yang parah. Hutan-hutan di Asia, termasuk Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami
deforestasi. Deforestasi hutan menimbulkan efek domino dalam ekosistem lingkungan; sungal yang
mengering, berkurangnya satwa, termasuk satwa langka yang dilindungi, hilang atau berkurangnya
habitat suku terasing, termasuk masyarakat adat yang selama ini dikenal arif mengelola lingkungan,
Pada tataran kebijakan, mudahnya mengeluarkan izin pada sektor perkebunan dan perumahan juga
berkontribusi dalam laju deforestasi hutan, termasuk pada hutan Negara dan hutan lindung. Kondisi
demikian diperparah dengan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Tidak sedikit kasus
pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi namun luput dari perhatian, atau sebuah
kesengajaan yang berlindung dibalik klaim “investasi”.

Di sini, AMDAL memegang peran penting - sebagai instrumen perizinan - dalam tata kelola
lingkungan. Terkadang ditemukan, kegiatan dan/atau usaha lingkungan hidup telah dilakukan
namun tidak atau belum dilengkapi dengan dokumen AMDAL Padahal AMDAL merupakan “kunci”
bagi terlaksananya sebuah usaha dan/atau kegiatan lingkungan. Pengabaian AMDAL ini pada
akhimya menimbulkan kerusakan lingkungan yang pemulihannya membutuhkan waktu tidak
sedikit serta mengandung kerugian materil cukup besar.

Materi buku ini, selain untuk menambah pilihan referensi ilmiah di bidang Hukum Lingkungan,
juga dimaksudkan agar tetap menjaga semangat untuk terus menggali dan menghadirkan pikiran
dan gagasan keilmuan hukum kontemporer. Selain itu, buku ini diharapkan pula bermanfaat bagi

para praktisi hukum guna memperdalam pemahaman teoretis dan praktis tentang kajian penegakan
hukum lingkungan.
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